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PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 

 
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI 

NOMOR : 01 TAHUN 2009 

 TENTANG   

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HIBURAN   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 WALIKOTA BUKITTINGGI,  

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 
2005 tentang Pajak Hiburan tidak sesuai lagi dengan situasi 
dan kondisi sekarang, sehingga perlu diubah; 

  b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 
Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3662), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4740); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3684), 

  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Daerah dan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
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  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

 

 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 

 

 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembar-an Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

  14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang - Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3866); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4138]; 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165); 

  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;   

  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 
tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan 
Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;  

  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  27. Peraturan Daerah Kota Bukittingi Nomor 6 Tahun 2000 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi  Tahun 2000 Nomor 100); 

  28. Peraturan Daerah Kota Bukittingi Nomor 09 Tahun 2000 
tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat  
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi  Tahun 2000 Nomor 10), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Bukittinggi Nomoer 20 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi  Tahun 2003 Nomor 20); 

  29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05); 

  30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08). 

  31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03); 

  32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04); 

  33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2008 Nomor 12); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI 

dan 

WALIKOTA BUKITTINGGI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 
2005 TENTANG PAJAK HIBURAN.  

 
Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2005 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005 Nomor 08), 
diubah sebagai berikut :    

 
1. Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1, disisipkan 1 angka, yakni angka 1a,  

ketentuan angka 6 diubah dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 
angka yakni angka 10a, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

“ Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1.a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;    

6.   Dinas/Kantor adalah Dinas atau Kantor di lingkungan Pemerintah Kota 
Bukittinggi yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang  
mengelola pajak hiburan. 

10. Penyelenggaraan Hiburan adalah Pelaksanaan kegiatan hiburan berupa 
tontoan film, pertunjukan kesenian, pagelaran musik dan tari, permainan 
bilyar, permainan ketangkasan, permainan anak-anak, permainan play 
station, komedi putar, (buayan kaliang) buayan lenong dan pertandingan olah 
raga lainnya dan atau sebutan lainnya.      

 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 “ Pasal  2  

(1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan 
hiburan yang memungut bayaran yang diselenggarakan di Mall/Plaza/Pusat 

Perbelanjaan atau tempat lain di Kota Bukittinggi. 

(2) Objek Pajak Hiburan adalah Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 
bayaran. 

(3) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang 
tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka 
pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan. 

(4) Dihapus. 
 
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

“Pasal  5 
 

Besarnya tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk pajak tontonan film sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 
karcis/harga yang ditetapkan. 
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b. Untuk permainan ketangkasan dan permainan anak-anak yang 
diselenggarakan di Mall/Plaza/Pusat Perbelanjaan atau tempah lain di Kota 
Bukittinggi yang memungut bayaran, dipungut pajak sebesar 20% (dua puluh 
persen) dari harga koin/ karcis. 

c. Untuk pajak lain (di luar pajak tontonan film, pajak permainan ketangkasan 
serta permainan anak-anak), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) 
dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari karcis/harga yang 
ditetapkan. 

 
Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi.  
 

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal  : 7 Januari 2009             

 
WALIKOTA BUKITTINGGI 

 
 

dto, 
 
 

D J U F R I 
 
 

 
PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN  SAH TANGGAL 7 JANUARI 2009  
 

 
 

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal  : 7 Januari 2009 

             
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI  

 

        dto, 

 

Drs. H. KHAIRUL 

Pembina Utama Madya, NIP. 410003446  

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2009 NOMOR 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


